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11

BURUK

Dokumen legal dan administrasi berkaitan dengan penataan Tata
Balas tidak ada. Penataan batas belum dilaksanakan mulai dari
diperolehnya SK definitif tahun 1998 hingga dilakukan penilaian.
Rentang wakiu yang panjang untuk melaksanakan tata batas belum
dimanfaatkan untuk melakukan tata batas. Meskipun terjadi masalah
yang ditimbulkan faktor eksternal sehingga fidak dapat
dilaksanakannya operasional kegiatan pada tahun 2007 sampai
dengan tahun 2009, namun sebenarnya waktu sebelum terjadi
masalah eksternal tersebut dari tahun 1998 sampai dengan 2006
masih banyak kesempatan yang tersedia.

Berhubungan dengan masyarakat sekitar kawasan masih dijumpai
konflik lahan dengan penggunaan kawasan hutan unfuk kebun
masyarakat. Disamping itu juga masih ada masalah hak ulayat yang
belum terselesaikan pada areal kerja PT. PSPI.

Peruntukan kawasan hutan berdasarkan sumber informasi dari
masyarakat, petugas dari unit manajemen PT. PSPI dan instansi
Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa masih ada unit manajemen
lain yang tumpang tindih arealnya dengan PT. PSPI terutama untuk
kebun sawit.

= Meskipun indikator 1.1 bukan merupakan
indikator  kunci, tetapi mempunyai
peranan yang sangat penting karena
menyangkul batas dengan kawasan UM
lain atau batas dengan lahan masyarakat.

= Penataan batas juga berhubungan
dengan pengakuan para pihak atas
batas2 areal kerja PT PSP, terlebih lagi
didalam areal kerja PT PSPI terdapat ijin
usaha diluar bidang kehutanan sehingga
penataan batas menjadi sangat penting.

= Dengan kondisi seperti diatas, maka perlu
dibuatkan CAR yang akan dipantau dan
diverifikasi sefiap tahunnya pada kegiatan
penilikan (surveillance).

1.2

BAIK

Pernyataan tertulis untuk melakukan PHPL terdapat dalam dokumen
Company Profile PT. PSPl dan di tuangkan dalam Visi Misi
perusahaan.

Hasil observasi lapangan dan kajian terhadap dokumen
perencanaan telah mengakomodir prinsip-prinsip PHPL baik dalam
perencaan maupun operasional di [apangan untuk kriteria produksi,
ekologi dan sosial.

Peningkatan kapasitas dan penerapan PHPL terhadap SDM dalam
naungan PT. PSPl telah dilakukan dengan kegiatan sosialisasi,
pelatihan dan membentuk tim Sertifikasi PHPL.

Visi dan misi yang telah ditetapkan menunjukkan
bahwa Unit Manajemen memiliki komitmen
untuk pengelolaan hutan dengan prinsip-prinsip
PHAPL, telah disosialisasikan dan
diimplementasikan dalam operasional
pengelolaan hutan.

» \lisi misi perusahaan harus diketahui
seluruh jajaran dari level Top Manajemen
sd. Karyawan fingkat bawah/ terendah
sehingga terjadi kesamaan pemahaman
atas visi dan misi. Untuk itu perlu juga
diketahui tingkat pemahaman visi misi dan
kebijakan perusahaan terhadap seluruh
karyawan.

= Untuk mengetahui pemahaman visi misi

dan kebijakan perusahaan terhadap
seluruh  karyawan maka diperlukan
pemantauan sefiap periode tertentu

selama kegiatan penilikan.

13

BAIK

Modal yang dimiliki perusahaan semakin tinggi atau meningkat
dengan dilaksanakannya kegaitan operasional di lapangan mulai

Realisasi peningkatan modal cukup signifikan
pada 2009 dan realisasi modal yang ditanamkan
kembali dalam pembinaan hutan rasional

Dokumen kajian adalah laporan keuangan
yang telah diaudit dan laporan realisasi
kegiatan dan sudah menunjukan kondisi riil
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dari penanaman hingga penebangan. Total modal tahun 2007
adalah 29.196 juta merupakan perhitungan dari akumulasi modal
yang telah ditanam pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun
2008 perusahaan memiliki modal minus 8.745 juta karena pada saat
itu tidak ada kegiatan dan mulai meningkat pada tahun 2009 karena
telah dimulainya lagi kegiatan operasional di lapangan.

Berdasarkan kajian terhadap laporan dan observasi lapangan
menunjukkan bahwa stok tanaman secara riil di lapangan adalah
sebanyak 15.827,71 Ha yang terdiri dari Distrik Lipat kain sebanyak
11.27910 Ha dan Distrik Petapahan sebanyak 4.54861 Ha
merupakan modal yang ditanamkan kembali ke hutan berupa asset
tanaman.

Berdasarkan kajian terhadap laporan dan observasi lapangan yang
telah dilakukan bahwa kegiatan pembinaan hutan merupakan
kegiatan pemeliharaan tanaman yang telah dilaksanakan oleh PT.
PSP berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam SOP
Perawatan Tanaman

terhadap RKT yang telah disetujui.

dilapangan.

1.4 BAIK

Kelengkapan peraturan dan persyaratan yang di acu untuk
menjalankan kegiatan operasional di lapangan sudah lengkap dan
ter up to date

Implementasi di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
mulai dari perencanaan kegiatan yang tercakup dalam dokumen
RKU, RKT dan AMDAL maupun operasional di lapangan.

Potensi tegakan dari hasil penanaman di pertahankan dengan
kegiatan pemeliharaan tanaman atau perawatan tanaman baik dari
sisi kualitas maupun kuantitasnya dan dievaluasi oleh Tim Internal
Independen untuk memastikan keberhasilan tanamannya.

Memiliki kelengkapan dan pelaksanaan
mengacu peraturan perundangan yang
berlaku. Hal ini ditunjang dengan
implementasi 1SO 14001 yang salah satu
elemen persyaratannya adalah memenuhi
prinsip tersebut.

Potensi areal melebihi etat volume yang
telah ditetapkan dalam JPT RKT. Prinsip,
krtiteria dan indikator VLK terpenuhi

UM telah menetapkan Sistem silvikultur
yang digunakan adalah THPB, dengan
demikian dalam  pelaksanaannya
mengacu pada Peraturan Menhut No.
P.11/Menhut-1/2009  tentang  Sistem
Silvikultur dalam Areal IUPHHK pada
Hutan Produksi dan Lampiran 4 Perdirjen
BPK No. P.9/VI/BPHA/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur
dalam Areal |UPHHK pada Hutan
Produksi.

PT PSPl belum melaksanakan kegiatan
IHMB yang bertujuan untuk mengetahui
sediaan tegakan secara berkala. Data
IHMB ini tentuanya dapat dijadikan acuan
apakah sediaan tegakan sudah memenuhi
tingkat pemanenan sesuai target RKTnya.
Walaupun data IHMB belum ada, untuk
mengetahui dan menganalisis tingkat
kecukupan potensi, Tim Audit dapat
memakai data cruising 1%.

Untuk kegiatan [HMB yang belum
dilaksanakan perlu dibuatkan CAR,
karena ini juga menunjukan komiimen
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UM dalam melaksanakan kebijakan
Pemerintah. Dipantau pada saat kegiatan
pelilikan.

1.5 BAIK

Terdapat tenaga profesional dan teknis mulai dari perencanaan,
evaluasi dan monitoring sampai dengan peningkatan kapasitas serta
Litbang di PT. PSPI dalam jumlah dan proporsi yang cukup.

Upaya peningkatan ketrampilan atau Capacity Building merupakan
bentuk kesepakatan antara karyawan dan perusahaan dan
direncanakan dalam kegiatan operasional dan dilaksanakan sesuai
dengan rencana kegiatannya.

Tenaga Kerja di PT. PSPI dijamin hak dan kewajibannya dan
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Secara umum UM telah memenuhi tenaga
profesional dan teknis dengan jumlah personil
yang mencukupi dari standard minimal yang
dipersyaratkan (Peraturan Dirjen BPK No. P-
8/IV-SET/2009). Kompetensi karyawan selalu
ditingkatkan melalui berbagai pelatihan di dalam
maupun  luar UM,  Selurth  dokumen
ketenagakerjaan lengkap.

Apabila pada penilikan nantinya masih
terdapat tenaga teknis belum memenuhi,
maka perlu dibuatkan CAR diserai
dengan batasan waktu pemenuhannya.
Program pelatihan yang disajikan harus
sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk
memenuhi TTKI sesuai dengan Perdirjen
tersebut..

16 BAIK

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Perencanaan PT. PSP telah
diatur dalam Sistem Informasi Manajemen PT. PSPl FMIS AS400
System Application yang menjelaskan tata urutan kegiatan atau
tahap - tahap yang harus dilalui dalam memulai kegiatan
perencanaan.

Perangkat Sistem Informasi Manajemen yang digunakan oleh PT.
PSPl adalah Forest Management Information System AS400
System Aplication. Dokumen ini menunjukkan alur proses
(Bussiness Process Scenario).

Fungsi Pengawasan dan pengendalian manajemen seluruh
kegiatan dalam grup ini dilaksanakan oleh Internal Audit. Sedangkan
untuk monitoring kegiatan fisik pembuatan tanaman mulai dari bibit
hingga pemanenan tanaman dilaksanakan oleh Plantation
Assesment.

Tindak koreksi manajemen berjalan dengan adanya Audit Internal
yang berfungsi sebagai Sistem Pengendali Intemal. Demikian
halnya dengan produk perencanaan berupa data yang secara
teratur melalui update koreksi data yang ferbentuk dalam
mekanisme sistem pemutakhiran data

= Mekanisme kegiatan perencanaan telah

diatur dalam Sistem Informasi Manajemen
PT SPA FMIS AS400 System Aplications
yang menjelaskan tata urutan kegiatan
perencanaan pengelolaan areal dengan
satuan unit ferkecil berupa petak.

UM memiliki Perangkat SIM berupa Struktur
Organisasi, SOP, IK dan Job Desk, yang
ditetapkan oleh Manajemen Puncak, SOP
felah diimplementasikan dilapangan

Dalam Struktur Organisasi yang telah
ditetapkan, PT PSPl memiliki Perangkat
“Internal Audit" yang langsung bertanggung
jawab kepada DCEQ-Control.

Internal audit dilaksanakan sebagai sebuah
sistem dalam penerapan 1SO 14001:2004
dan juga melakukan kegiatan internal audit
terhadap hasil kegiatan penanaman dan
penebangan. Tindakan koreksi dilaksanakan
berdasarkan hasil temuan dari pelaksanaan
penilaian internal.
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21 BAIK

UM PT PSPl memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI yang telah
disahkan oleh pejabat berwenang.

UM PT PSPI belum memiliki dokumen IHMB, karena sampai dengan
penilaian kinerja PHPL ini dilakukan baru ditemukan dokumen
Proposal IHMB yang ditandatangani pada bulan Pebruari 2010, hal
ini menunjukan bahwa kegiatan [HMB baru pada tahap akan
dilaksanakan oleh UM PT PSPl. Dengan demikian, dokumen
RKUPHHK-HTI belum didasarkan pada hasil IHMB.

UM PT. PSPI telah melakukan kegiatan Delineasi Mikro yang
hasilnya telah dijadikan arahan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-
HTI.

Penataan areal kerja sesual peruntukannya untuk kelola produksi,
kelola lingkungan, dan kelola sosial telah dipetakan dalam Peta
Kerja dengan skala memadai vyaitu 1 20.000 dan
diimplementasikan di lapangan melalui mekanisme kerja seperti
yang dimuat dalam Instruksi Kerja/Working Instruction WI-E-K4-004.
Sedangkan mekanisme pembuatan dan pemasangan pal batas
petak dimuat dalam Standar Teknik TS-B2-002.

Rencana penataan areal kerja HT| PT PSPI belum sepenuhnya
mengacu kepada SK Menhut No. 70/Kpts-11/95 dan SK Menhut No.
246/Kpts-1/96 tentang Pengaturan Tata Ruang HTI, dimana alokasi
untuk tanaman unggulan (TU) hanya sebesar 4% dari yang
seharusnya sebesar 10% dan alokasi tanaman pokok (TP) sebesar
58,75% dari yang seharusnya sebesar 70%, sedangkan alokasi
untuk kawasan lindung (KL) sebesar 15% (lebih besar 5% dari yang
seharusnya 10%), serta terdapat areal konflik sebesar 13,25%.
Maka dari itu, direkomendasikan kepada UM PT PSPl untuk
menambahkan alokasi TU yang berasal dari KL sebesar 5% dan
dari tanaman kehidupan (TK) sebesar 2,5%, sehingga jumlah TU
menjadi 11,5% dan segera menyelesaikan areal konflk sebesar
13,25% untuk kemudian ditambahkan kedalam areal TP, sehingga
total TP menjadi 72%.

Peta Rencana Kerja yang tertuang dalam dokumen RKT telah
sesual dengan Peta Penataan Areal Kerja dalam dokumen Revisi
RKUPHHK-HT| dan dibuat oleh bidang perpetaan di bagian
perencanaan hutan (planing dan survey).

Posisi antar umur blok RKT yang berdekatan masih terpencar, hal
ini dikarenakan UM PT PSPI merencanakan melakukan pengaturan
hasil melalui jangka benah mulai tahun 2008 sampai dengan tahun
2017 (sekitar 10 tahun).

Persentase pencapaian realisasi penataan areal kerja pada areal

Penataan areal efektif untuk produksi telah
dialkukan oleh UM dengan membuat blok dan
petak tebanganftanaman. Blok dan petak telah
dibuat dan sesuai antara rencana di peta kerja
dengan implementasi lapangan.

RKUPHHK telah disusun dan disyahkan
namun belum mengacu pada hasil IHMB.
Sementara berdasarkan Peraturan menteri
Kehutanan No. P.56/Menhut-1/2009 tanggal
21 Agustus 2009 tentang Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem,
penyusunan harus berdasarkan IHMB
terlebih lagi terdapat surat edaran dari
Dephut  yang  menyatakan  bahwa
pelaksanaan IHMB harus sudah selesal
maksimal Agustus 2011, Untuk kedepan
(surveillance) perlu  dipantau  tentang
RKUPHHK yang sdh mengacu pada hasil
IHMB tersebut.

Tata ruang sudah disusun dipeta yang harus
berkesesuaian dengan kondisi dilapangan,
khusunya  untuk  alokasi  Tanaman
Kehidupan.
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bebas konflik sampai dengan tahun 2009 di Distrik Lipat Kain
mencapai 60,07% dan di Distrik Petapahan mencapai 29,65%.
Sedangkan pada areal konflik belum terihat adanya realisasi
penataan areal kerja, karena konflik lahan yang terjadi sampai
dengan penilaian kinerja PHPL ini dilakukan belum dapat
diselesaikan dengan baik

Penataan areal kerja telah terdigitasi baik dalam Sistem Infoemasi
Geografis, sehingga memudahkan kegiatan pemeliharaan maupun
pengecekan batas di lapangan.

Batas petak dan blok di lapangan yang berupa rintisan/jalur bersih
beserta titik ikat dan pal batasnya dalam keadaan terpelihara baik
dan terlihat jelas.

Kegiatan implementasi penataan areal kerja melalui jangka benah
yang dilakukan oleh UM PT PSP| telah memperhatikan upaya
penyeragaman pengaturan hasil baik dalam hal luas blok tanam
maupun potensi kayu, dan ditemukan kesesuaian antara Peta
Rencana Kerja dengan implementasinya di lapangan

Perusahaan memiliki SOP pembuatan PUP dan pengukuran Riap
yang dimuat dalam dokumen SOP-F-063.

PT. PSPI telah membuat PUP dan melakukan pengukuran riap
pada tanaman Acacia mangium dan Eucalyptus pellita pada umur
12 bulan.

Sampai dengan tanggal 23 September 2010, PT PSPl baru
melakukan pengukuran riap 1 kali,

Pengolahan data PSP sudah dilakukan dengan sistem
komputerisasi tetapi karena pengukurannya baru dilakukan 1 kali
maka data yang diperoleh belum dapat diolah menjadi data dasar
penentuan riap tegakan, sehingga PT PSP| dalam melakukan
pengaturan hasil hutan menggunakan data dari hasil penelitian dari
UM lain yang tergabung dalam Group Sinar Mas Forestry.

Plot Ukur Permanen disusun pada saat umur
tanaman 1 tahun dan akan diukur setiap
tahun sekali. Untuk itu didalam areal kerja
PT PSPI seharusnya terdapat PUP yang
terdiri dari 5 kelas umur sesuai dengan daur
yang digunakan. Perlu dibuatkan CAR dan
kedepan (surveillance) keberadaan PUP
harus dipantau apakah sudah sesuai dengan
SOP atau belum.

PT EQUALITY Indonesia
i 8§D

Indikator | £ 83
22 BAIK
23 BAIK

Perusahaan mempunyai seluruh SOP untuk masing-masing
kegiatan dalam sistem silvikultur THPB dengan isi sesuai dengan
ketentuan teknis yang berlaku.

Implementasi SOP di lapangan menunjukan sebagian besar sudah
dilaksanakan terutama untuk tahapan kegiatan perencanaan,
penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan termasuk untuk
kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh divisi
R&D Group Sinar Mas Forestry.

Tidak ada jenis yang termasuk ke dalam dokumen appendix cites

SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
telah dibuat oleh UM serta tahapan
pelaksanaannya diperkirakan dapat menjamin
regenerasi hutan dan meminimalisir kerusakan
akibat pemanenan.

Seperti dijelaskan dalam laporan bahwa SOP
sebagal pedoman kerja telah disusun dan
telah diimplementasikan  (91%), namun
apabila dikaitkan dengan keberadaan TTKI
yang ada di PT PSPI (indikator 1.5), dimana
sebagian besar kegiatan dalam tahapan
THPB dikontrak kerjasamakan kepada pihak
ke 3, maka sosialisasi SOP kepada pihak ke
3 menjadi sangat penfing. Demikian juga
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